Menimbang

Mengingat

SALINAN

BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 36 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

a. bahwa dalam rangka implementasi perencanaan

L.

pembangunan daerah Tahun 2022 yang transparan,
responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur,
berkeadilan dan berkelanjutan guna terselenggaranya
tatakelola pemerintahan yang baik, sesuai dengan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023, maka perlu
disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Majalengka Tahun 2022;

bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Majalengka Tahun 2022, merupakan pedoman bagi
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Majalengka dalam menyusun program pembangunan yang
akan dilaksanakan pada Tahun 2022;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b, serta sesuai dengan ketentuan
Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,
maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Majalengka Tahun 2022.

Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat {Berita Negara Republik
Indonesia tahun 1950} sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 968 tentang
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10.

Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14
tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1968 Nomor
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4700};

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);

Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494)};

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan ... 3



11.

12,

13.

14,

15.

16.

17.

18.

19.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang
Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencanan Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
{(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
43 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun
2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi
Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan
Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease
2019 (Covid-19) dan/atau menghadapi Ancaman yang
Membahayakan  Perekonomian  Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 186 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6542);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun
2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27,

28.

29,

30.

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease
2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020
tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran
untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan
Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 496 );

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rancangan Rencana
Kerja Pemerintah Tahun 2022 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 nomor 581);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2008 Nomor 8 Seri E,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45});

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 tahun 2009
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah tahun 2009 Nomor
6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 tahun
2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Jawa Barat
Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah tahun 2010 Nomor
21);
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Menetapkan :

31.

32.

33.

34.

35.

36.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (lembar
Dearah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor
237);

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Kabupaten Majalengka tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2008
Nomor 2};

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 tahun
2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031 (Lembaran
Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2011 Nomor 11);

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 tahun
2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten
Majalengka tahun 2012 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka
Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran
Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12});

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023
(Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2019
Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN
2022

Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2022
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2022 adalah
sebagai penentu arah dan Kebijakan Pembangunan Tahunan Daerah di
Kabupaten Majalengka untuk Tahun 2022, dengan tujuan agar kegiatan
pembangunan dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna.
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Pasal 3

Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka dan Badan
Usaha Milik Daerah di Kabupaten Majalengka, agar menggunakan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2022 sebagai acuan
dalam menyusun rencana berbagai program dan kegiatan pembangunan sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan masing-masing.

Pasal 4

Program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana tercantum dalam Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2022 sebagai acuan
penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA} dan Prioritas Plafon Anggaran
Sementara (PPAS) sebelum penyusunan RAPBD Tahun 2022 serta pada
pelaksanaannya akan disesuaikan sengan kemampuan keuangan daerah dan
apabila diperlukan dapat dilakukan perubahan.

Pasal 5

Dalam mewujudkan mekanisme pelaksanaan pembangunan yang terpadu dan
berkesinambungan, maka kegiatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi gerak
langkah dalam pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pengawasannya perlu
lebih ditingkatkan.

Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan penggunaan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal 7 Juli 2021

BUPATI MAJALENGKA
ttd

KARNA SOBAHI
Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 7 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd

EMAN SUHERMAN
BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2021 NOMOR 36

inan sesuai dengan aslinya,
A BAGIAN HUKUM




BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyusun dokumen
perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem
perencanaan pembangunan nasional dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karena
itu, pemerintah daerah  berkewajiban menyusun rencana
pembangunan secara sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan,
salah satu dokumen perencanaan pembangunan tersebut adalah
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dokumen RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2022 disusun
sesuai dengan ketentuan pasal 16, Permendagri Nomor 86 Tahun
2017, dengan tahapan:

a. Persiapan penyusunan;

b. Penyusunan rancangan awal;
c. Penyusunan rancangan;

d. Pelaksanaan Musrenbang;

e. Perumusan rancangan akhir;
f. Penetapan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah, RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang
memuat rancangan  kerangka  ekonomi Daerah, prioritas
pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk
jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada
Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

RKPD juga merupakan penjabaran secara operasional per
tahun dari dokumen RPJMD, yang memuat sasaran dan prioritas
pembangunan tahunan, serta berfungsi sebagai pedoman bagi
Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah
(Renja PD) yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat
Daerah.
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BAB VII
PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten
Majalengka Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan pembangunan
tahunan daerah yang penyusunannya berpedoman pada Perubahan
RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 serta mengacu
Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 dan RPJMN
Tahun 2020-2024. RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2022 juga
berpedoman pada RPJPD Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025
Tahap KE-4 (2019-2023). Semua rangkaian ketetapan
program /kegiatan, strategi pembangunan dan kebijakan-kebijakan
keuangan daerah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan
dalam rangka mengusung pencapaian target-target pembangunan
tahun 2022. Dokumen RKPD dipergunakan sebagai pedoman:

1. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Majalengka Tahun 2022;

2. Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan menentukan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022;

3. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten Majalengka Tahun 2022;
Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;

5. Penyelarasan prioritas pembangunan dan sinergitas perencanaan

pembangunan antar sektor dan antar tingkat Pemerintahan.

Selain itu, RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan
konsistensi antara perencanaarn, penganggaran, pelaksanaan dan
pengawasan serta digunakan sebagai pedoman pemerintah daerah
dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan tahunan agar bisa
berjalan dengan baik. Dalam pelaksanaan tahun berjalan RKPD
Kabupaten Majalengka Tahun 2022 menunjukkan adanya
ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan atau tidak sesuai
dengan asumsi Prioritas Pembangunan Daerah, Kerangka Ekonomi
Daerah dan Keuangan Daerah serta rencana program dan kegiatan,

akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk RPKD
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Perubahan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Tahun 2022 menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan
Peraturan Bupati Majalengka, sebagai dokumen perencanaan yang

menjadi landasan pembangunan pada tahun 2022.

BUPATI MAJALENGKA
ttd

KARNA SOBAHI

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd

EMAN SUHERMAN

alinan sesuai dengan aslinya,
RALA BAGIAN HUKUM
FAARETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,

*
TUI# SUPENA NURBAHAR
YA LENS 19651225 198503 1 003
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LAMPIRAN :

Nomor :
Tanggal :
Tentang :

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Majalengka
Tahun 2022

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
36 Tahun 2021
7 Juli 2021
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
MAJALENGKA TAHUN 2022.

Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Indikator Program/ Target Realisasl Prakiraan Capalan Kinerja dan Kerangka Pendanaan —-— 2023 s .
Kode Urusan/ Program/ Kegl Akhir Capaian Target P Daerah
eglatan/ Sub Capaian RKPD =
Kegiatan/ Sub Koglatan Perioda Tahun 2020 RKPD Tahun Target iy [ Priaritas Sasaran - e Penanggung Jawab
Kegiatan g RPIMD 2021 2022 Pagu Indifcatif Lokasi Dana | Tanoa -i AR [arget Pagu indikatif
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1,142.059,451,402 552,090,730,724
FROGRANM Capatan Sakip Perangkat
PENUNJANG : 3
URUSAN Daerah, Capaian SKM, 71.40 71.40 T
0101 PEMERINTAHAN Pe!sen.tase Pemenuhan |Persen Persen Darsin 528,255,340,352 ety 259,266,569,
Penunjang Pelayanan
DAERAM Perkantoran
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Dilaksalwkannyal )
Penganggaran, dan Penyusunan Renja, Renja 8 8
o101 j2.01 : Perubahan, RKA, RKAP,  |Dokumen Dokumen 296,625,500 o
Evaluasi Kinerja DPA. DPPA dap DPPA Daokumen Dokumen
Perangkat Doerah A, an
Parsial
4. Peningkatan
Ditaksanakannya Semua Kuatitas
Penyusunan Dokumen * embuatan dokumen 1 Tahun 1 Tahun KabupatatiKol [DANA UMUM| - Dana [EeaySHS Ll 5 1 Tahun
¢ Perangkat Daerah ta, Semua disektor Dinas " "
01 |01 [2.01]01 [Perencanaan Perangkat} = gt 2 15,000,000( Transfer Umum-Dana - i 2 0| Dinas Penclidikan
Dimilikinya Dokumen Kecamatan, H Pendidikan, Pendidikan
Daerah 5 Dokumen Dokumen Alokasi Umum Dokumen
Perencanaan (Renja Semua Keselatan dan
tahun 2022 Kelurahan Reformasi
Birokrasi
4. Peningkatar
dilaksanakannya bab Kualitas
Koordinasi dan penyusustian RKA dan 3 K j K gllajalengka, {DANA UMUM] - Dana :g!a::nan Publik Di iok
01 (01 12.01{02 [Penyusunan Dokumen |DPA 2023 20 Sl 2° MITER 150,829,500 Kenma o Transfer Umum-Dana P‘::di(;:tan ?e:adsidikan 2 e 0| Dinas Pendidikan
RKA-SKPD dimilikinya dokumen seamatan. | ajokasi Umum :
Dokumen Dokumen Semua Kesehatan dan Dokumen
RKA T.A 2023 A
Kelurahan Reformasi
Birckrasi
4. Peningkatan
Kab. Kualitas
Tersedianya Dokumen |1 1 Majalengka, Pelayanan Publik 1
st : {DANA UMUM) - Dana L
o1 lo1 |201|07 Evaluasi Kinerja Lakip Fl'mangkal Daerah |Dokumen Dokumen 130,800,000 Semua TeanEter Ui Dana dusek_taf Dlnas. . Dokumen 0| Dinus Pendidikan
Perangkat Daerah tersedianya Dokumen 1 1 Kecamatan, AlokasiUmim Pendidikan, Pendidikan 1
profil Perangkat Daerah |dokumen dokumeny Semua Kesehatan dan dokumen
Kelurahan Reformasi
Birokrasi
A Dilak: kannya
0101 |2.02 Keuangan Perangkat |Pemberian Gaji dan Tahun Tahun 1 Tahun 525,716,111,841 1 Tahun 256,857,823,000
Daerah Tunjangan
4. Peningkatan
Tambahan Penghasilan Kualitas
Guru (Tamsify higi Guru Q:’\NQS:;H L{FSPUGS )P;\JESK Pelayanan Pulilik
Penyediaan Gaji dan PNS Non Sertifikasi 100 % 100 % % disektor Dinas 100 % 3 N
02 o - g 857,823, 1 k.
oF j0¥ |202/04 Tunjangan ASN Tunjangan Profesi Guru {100 % 100 % 525716111841 E;N;srlt”»u';lrjnss]!l G[tnp::( Pendidikan, Pendidikan 100 % #36.854,02 2,000 Qinas Bendidikaly
(TPG) bagi Guru PNSD Kesehatan dan
TK/SD/SMP Reformast
Birokrasi
adminsues Lok
o01]01 205 Kepegawalan P Keg Keg 1Keg 99,9320.000 1Keg 109,999,830
Peraturan Perundang-
Perangkat Dacrah
undangan




Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Majalengka

Tahun 2022

P i = _— Prakiraan Maju Rencana Tah
Urusan/ Bidang Indikator Program/ Target Realisasi Pf_hk"ﬂﬂ" Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan FaKiR 'ioz;“ na tanun
Kode Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Alchir Capaian RKPD Capaian Target Kelompol Py gkat Daerah
Kegiatan/ Sub ?(E iatan Periode T:hun 2020 RKPD Tahun Target . . Prioritas Sasaran . Penanggung Jawab
Kegiatan g RPSMD 2021 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana ER - Target Pagus Indikatif
PROGRAM
PENINGKATAN
KEWASPADAAN |, o i
Potensi
8 {01 |06 PENINGKATAN I GARgOUS ali kall 12 kal 166,500,000 12 kall 106,500,600
KUALFTAS DAN Ketentrarman dan
Ketertiban Limum
FASILITASI
PENANGANAN
KONFLIK SOSIAL
Perumusan Kebijakan
Teknis dan
Pelaksanaan .
P o Terwujudnya keamanan,
8 [01 |06 1201 K:;“::’ .:::n ketentraman dan Persen Persen 100 Persan 106,500,000 100 Persen 106,500,600
.Nasianil dan ketertiban mum
Penanganan Konflik
Sosial
Kebijakan di bidang
Pelaksanaan Kebijakan Kev:vaspad:fan L_’m"
di Bidang tkerjasama inteligen,
Kewaspadaan Dini, pgmantteanuah okrar.ag
Kerjasama Intalijen, :z:ng, 5 r:f:_n: rJ: 4. Peningkatan
Pemantauan Orang asigv k:waspa daain Kab. Kualitas
Asing, Tenaga Kerja 5 Majalengka, Pelayanan Publfik
s lo1 los 1201103 Asing dan Lembaga ge?:als:nlant:r NBIAB 100 Persen 100 Persen 106,500,000 Semua §DAN? USAUM] _DDaha disektor Badan Kesauiay, 100 Persen 1 Badan Kesatuan Bangsa
. Asing, Kewaspadaan | a.s.‘ Rmemnadann 100 Persen 100 Persen et Kecamatan, tans e_r mmatans Pendidikan, Bar,‘g,sa dan 100 Persen 08,500,000 dan Politik
dibidang kewaspadaan Alokast Umnum Palitik
Perbatasan Antar et Semua Kesehatan dan
Negara, Fasilitasi anﬂiE?a::z:mn Kelurahan Reformasi
Kelembagaan Bidang 3 Gl Birokrasi
Kéi¥sspadaan, seHtd Kegiatan fasilitasi
Fenanganan Kenfikid kelembagaan dibidang
Dasrah kewaspadaan serta
penanganan konflik
daerah.
TOTAL|

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd

EMAN SUHERMAN

an sesuai dengan aslinya,

LA BAGIAN HUKUM
N\ ETARIAT DAERAH

BUPATI MAJALENGKA

tte

KARNA SOBAHI
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